BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelum nya maka

berikut penulis akan menyampaikan beberapa kesimpulan antara lain :
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Bahwa dikeluarkannya Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur No. 63
Tahun 2019 tersebut bertujuan untuk memberikan kebijakan kepada semua
wajib pajak atau pemilik kendaraan bermotor khususnya di Nusa Tenggara
Timur untuk memanfaatkan waktu selama bulan Agustus-Oktober 2019,
untuk dapat membayar pajak sekaligus membayar iuran Sumbangan Wajib
Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sehingga kendarannya bebas
dari denda keterlambatan serta berhak mendapat perlindungan dari asuransi
kecelakaan apabila mengalami musibah setelah membayar iuran Sumbangan
Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Bahwa apabila dikaitkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur No. 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dimaksudkan bahwa Pajak
Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memantapkan pelaksanaan

Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;
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5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan di atas, maka berikut penulis

akan menyampaikan beberapa saran sebagai rekomendasi terutama kepada para

pembuat peraturan perundanng-undangan antara lain :
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5.2.2

Memperhatikan bunyi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63
tahun 2019 maupun Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 2
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sudah sesuai dengan ketentuan tersebut
namun karena belum terlalu transparan dan mempunyai kekuatan mengikat
maka perlu ditinjau kembali dan pemerintah harus selalu dan senantiasa lebih
intensif dalam penangannya.

Untuk menghindari penafsiran yang keliru dan interpretasi yang berbeda
terhadap konstitusi yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia
khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur agar Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 63 tahun 2019 tentang Pembebasan Sanksi
Administrasi PKB dan BBNKB Penyerahan Kedua dan seterusnya, serta
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 2 Tahun 2010 tentang
Pajak Daerah maka perlu ditinjau kembali dan dilakukan perubahan-
perubahan. Oleh karena itu, maka penulis dapat menyarankan kepada pembuat
undang-undang agar perlu memperhatikan untuk dilakukan revisi atau dirubah

kembali.
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